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ABSTRAK 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa jaminan hak tanggungan telah 
memberikan tiga macam opsi untuk pelaksanaan eksekusinya adalah dalam bentuk 
parate eksekusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUHT parate eksekusi 
dalam hak tanggungan merupakan eksekusi tanpa campurtangan dari pengadilan 
tetapi langsung meminta kantor lelang Negara untuk melakukan pelelangan 
terhadap objek jaminan hak tanggungan untuk mengambil pelunasan utang debitur. 
Serta terdapat hambatan yang dialami oleh kantor pelayanan kekayaan Negara dan 
lelang Surakarta (KPKNL) yaitu harga limit lelang hanya mengutamakan 
kepentingan kreditor, adanya gugatan perlawanan dari pemberi hak 
jaminan,terdapat kendala teknis dalam hal eksekusi, kesulitan melakukan 
pengosongan objek hak tanggungan dan sulit mencari pembeli lelang.Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kantor pelayanan kekayaan Negara 
dan lelang Surakarta, debitur dan kreditur yang bersengketa. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan, Lelang, Hak Tanggungan 
 
ABSTRACT 
IMPLEMENTATION AUCTION OF GOODS BY LAW DEBTOR 
GUARANTEE DEPENDENTS RIGHTS ACT OF 1996 NUMBER 4 
(Case Studies in the Office of the State Pelayanaan And Auction Surakarta) 
 
Based on this study showed bahwajaminan encumbrance has provided three kinds 
of options for the implementation of the execution is in the form parate execution 
as defined in Article 6 UUHT parate execution in the security rights is an 
execution without the intervention of the court but appealed directly to the office 
auction States to conduct the auction of the security object security right to take on 
debt repayment debitur. And there are barriers experienced by the office of State 
assets and auction services Surakarta (KPKNL) ie the auction price limit only the 
interests of creditors, lawsuits resistance of oemberi security rights, there are 
technical constraints in terms of execution, difficulty doing object security rights 
emptying and hard to find a buyer auction.This study is expected to be input for 
offices and auction Surakarta State assets, debtors and creditors to the dispute. 
 





Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
menyatakan bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan tersebut”.  
Berdasakan keputusan pasal 6 diatas M.Yahya Harahap berpendapat 
bahwa, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan mengandung kerancuan jika dihubungkan dengan penjelasan 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
tersebut, satu segi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan memberi kuasa menjual kepada pemegang Hak Tanggungan 
apabila debitor cidera janji. Namun pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut ditegaskan hak 
pemegang atau (HT) untuk menjual sendiri (rechts van eigenmatige verkoop) 
baru melekat apabila hal itu diperjanjikan. Jadi, satu segi berdasarkan Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut, 
tersirat rumusan bahwa kuasa menjual sendiri seolah-olah bersifat ipso jure (by 
law) diberikan Undang-Undang kepada pemegang Hak Tanggungan, namun 
berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 




Ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan no 4 tahun 1996 ini 
mengatur hal yang sama seperti diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, 
karena ketentuan ini juga mengatur jalan pintas yang dapat ditempuh oleh 
kreditor langsung ke pelelangan umum bila debitor wanprestasi dan sudah 
diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian pelaksanaan lelang di muka umum 
secara langsung berdasar Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata ini dilumpuhkan 
oleh adanya Putusan MARI No. 3210 K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei 1984 yang 
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pada intinya setiap penjualan lelang berdasar Pasal 224 HIR, mesti melalui 
campur tangan Pengadilan. Menurut prosedur ini kreditor tidak perlu 
mengajukan gugatan pada pengadilan jika terjadi kredit macet, oleh Undang-
undang (Pasal 224 HIR/258 RBg) dia diberi hak untuk langsung bertindak 
dalam tahap pelaksanaan (eksekusi). Kreditor dapat langsung mengajukan 
permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui 
pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara dan putusan.
2
 
Namun dalam menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara atau utang 
kepada badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh 
Negara, Pemerintah menciptakan pengecualian artinya hutang-hutang kepada 
Negara pengurusan utang tidak menggunakan lembaga Pengadilan tetapi 
membentuk lembaga sendiri yang khusus untuk mengurus piutang Negara yang 




Hal ini berdasar pertimbangan bahwa piutang negara cukup besar 
sementara pengembalian kerugian negara ini lama, sehingga Pemerintah 
membentuk lembaga yang bertugas mengurus piutang Negara yang disebut 
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-undang No. 49 
Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada tanggal 14 
Desember 1960 PUPN adalah suatu Panitia sehingga untuk mengefektifkan 
pelaksanaan penyelenggaraan wewenang dan tugas yang dimiliki PUPN perlu 
dibentuk suatu lembaga yang disebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) 
yang  dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 tanggal 20 




Kemudian dibentuk BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) 
berdasarkan Kepres No. 121 Tahun 1991. Selanjutnya berdasarkan Kepres 
No.84 Tahun 2001 keberadaan BUPLN dilebur menjadi sebuah Direktorat 
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Jenderal dibawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara (DJPLN). Berdasarkan SK Menkeu No.445/KMK.01/2001 
tanggal 23 Juli 2001, instansi vertikal DJPLN di tingkat Propinsi adalah 
Kanwil DJPLN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Sedangkan unit pelaksana 
paling bawah adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
5
 
Istilah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) telah diubah 
menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) istilah 
tersebut berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.06/2007. Lahirnya balai lelang swasta bukanlah didasarkan pada 
Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya untuk 
melaksanakan penjualan lelang timbul penafsiran yang berbeda-beda dan 




Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 
problematikanya yaitu bagaimanakah proses pelaksanaan lelang barang 
jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan dan Lelang Surakarta selama ini, serta bagaimanakah hambatan yang 
dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dalam 
mengurus barang jaminan yang dijadikan hak tanggungan. 
2. METODE 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data 
yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan 
teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi 
kepustakaan atau studi dokumentasi, dicari pemecahannya dan akhirnya 
                                                             
5
 M. Khoidin. 2005. “Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan”. Yogyakarta: LaksBang. 
hal. 38-39.  





menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, terdapat empat komponen 
dalam analisis kualitatif, yaitu: 
a. Reduksi data, merupakan proses seleksi penyederhanaan dan akstraksi 
yang ada. 
b. Sajian data, merupakan rangkaian organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. 
c. Analisis data, dalam analisis data digunakan metode induktif, yaitu 
suatu metode untuk menganalisis data dari keadaan, peristiwa-peristiwa 
atau fenomena-fenomena yang khusus menuju ke fenomena-fenomena 
yang bersifat umum. 
d. Penarikan kesimpulan atau vertisifikasi adalah pengumpulan data 
penelitian dimulai dengan memahami apa yang ditemui dengan 
melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-




1. Proses Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Milik 
Debitur yang Dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang 
Surakarta 
 
Sebelum berbicara lebih mendalam mengenai pelaksanaan lelang barang 
jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak dapat lepas dari sejarah 
terbentuknya KPKNL. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 
1960, PUPN bertugas mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan 
yang telah diserahkan kepadanya oleh pemerintah atau badan-badan Negara, 
dan melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang yang dikeluarkan negara 
atau badan-badan negara apakah kredit tersebut benar-benar dipergunakan 
sesuai permohonan atau syarat-syarat pemberian kredit. 
Berdasarkan namanya, PUPN merupakan sebuah panitia interdepartemental 
yang beranggotakan pejabat-pejabat angkatan perang dan pejahat pernerintah 
lain. Pada awalnya PUPN berperan sebagai pembuat (produk hokum) 
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pengurusan piutang negara sekaligus sebagai pelaksana di lapangan (petugas 
operasional). Akan tetapi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 
1976 dibentuklah Badan Urusan Piutang Negara yang disebut dengan BUPN, 
dan PUPN berfungsi sebagai pembuat keputusan atau produk hukurn 
pengurusan piutang negara. Adapun yang melaksanakan tugas pengurusan 
adalah BUPN yang berada di Departemen Keuangan.BUPN rnempunyai 
instansi vertical di daerah yang terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil) BUPN di 




Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 1991 Subdit 
Lelang yang sebelumnya berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pajak 
digabung dengan BUPN sehingga BUPN berubah nama menjadi Badan Urusan 
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Dengan demikian di setiap Kanwil 
terdapat dua jenis satuan organisasi yang berada dibawahnya yaitu:  Kantor 
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang  Negara 
(KLN). 
Namun demikian, setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 109 
tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departernen 
sebagaimana diubah dengan Keputuan Presiden Nomor 47 tahun 2002, 
BUPLN diubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. 
Selanjutnya Menteri Keuangan menindaklanjuti dengan mengeluarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 445/KMK.01/2001 
tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat 
Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan Keputusan Menteri ini perubahan yang 
mendasar pada struktur organisasi DJPLN dimana duakantor yaitu KP3N dan 
KLN digabung menjadi satu menjadi KPKNL. Mengacu pada Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 KPKNLSurakarta adalah 
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instansi vertical DJPLN yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kantor Wilayah V DJPLN Semarang.
8
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2006 tentang Perubahan 
Unit Eselon 1 di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia dan 
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), organisasi Direktorat Jenderal Piutang 
dan Lelang Negara (DJPLN) berubah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN). Satuan organisasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara 
(KP2LN) di bawah DJPLN berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). 
Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa eksekusi atas benda jaminan hak 
tanggungan dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu: Parate eksekusi,Title 
executorial, dan Penjualan di bawah tangan.9 
Berdasarkan uraian di atas maka dalam jaminan hak tanggungan yang telah 
memberikan tiga macam opsi untuk pelaksanaan eksekusinya manakala 
debiturnya wanprestasi. Salah satu opsi yang dapat dilakukan pelaksanaan 
eksekusinya adalah dalam bentuk parate eksekusi sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan. Parate eksekusi dalam hak tanggungan merupakan eksekusi tanpa 
campur tangan dari pengadilan tetapi langsung meminta kantor lelang Negara 
untuk melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan hak tanggungan, untuk 
mengambil keputusan utang debitur. 
Adapun langkah-langkah atau Proses Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan 
Hak Tanggungan Milik Debitur yaitu sebagai berikut:
10
 
Pertama, pemohon lelang barang jaminan hak tanggungan mengajukan 
permohonan lelang barang jaminan hak tanggungan secara tertulis kepada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang barang jaminan hak 
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tanggungan dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang barang jaminan 
hak tanggungan masing-masing dua rangkap. 
Kedua, kepala kantor KPKNL menerima permohonan lelang barang 
jaminan hak tanggungan dan pemohon masing-masing sebanyak dua lembar, 
dan membuat Surat Penerimaan Permohonan Lelang barang jaminan hak 
tanggungan (SPPL), kemudian menyerahkan dokumen persyaratan lelang 
barang jaminan hak tanggungan tersebut ke bagian umum.  
Ketiga, bagian umum menenima dokumen persyaratan lelang barang 
jaminan hak tanggungan dari Kepala kantor dan Surat Penerimaan Permohonan 
Lelang barang jaminan hak tanggungan (SPPL) masing-masing dua lembar. 
Dokumen lembar satu beserta SPPL diserahkan kembali ke Kepala Kantor dan 
lembar kedua diarsipkan menurut tanggal secara permanen. 
Keempat, kepala kantor mererima kembali dokumen  persyaratan lelang 
barang jaminan hak tanggungan lembar dua beserta SPPL kemudian 
mendisposisikan ke bagian Hubungan dan lnformasi. 
Kelima, bagian hubungan dan informasi menerima dokumen persyaratan 
lelang barang jaminan hak tanggungan lembar dua beserta SPPL lembar dua 
kemudian meregistrasi dokumen dan mencatat ke buku register permohonan 
lelang barang jaminan hak tanggungan dan menyerahkan dokumen tersebut ke 
bagian lelang barang jaminan hak tanggungan untuk dianalisa. 
Keenam, bagian lelang barang jaminan hak tanggungan setelah menerima 
dokumen persyaratan lelang barang jaminan hak tanggungan lembar dua dan 
SPPL kemudian menganalisa kelengkapan dokumen tersebut. Jika dokumen 
persyaratan elang lengkap permohonan disetujui kemudian menetapkan jadwal 
lelang barang jaminan hak tanggungan dan membuat Surat Penetapan Jadwal 
Lelang barang jaminan hak tanggungan (SPJL HT) satu lembar, diserahkan ke 
pemohon. Dokumen-dokumen persyaratan tersebut dimasukkan dalam minut 
risalah lelang barang jaminan hak tanggungan beserta SPPL. Jika tidak lengkap 




Ketujuh, pemohon lelang barang jaminan hak tanggungan menerima Surat 
Penetapan Jadwal Lelang barang jaminan hak tanggungan (SPJL HT) 
kemudian mengarsipkan (SPJL HT) menurut tanggal secara permanen dan 
mengumumkan, memberitahukan lelang barang jaminan hak tanggungan ke 
media massa serta menyerahkan pengumuman lelang barang jaminan hak 
tanggungan dan pemberitahuan lelang barang jaminan hak tanggungan Pejabat 
Lelang barang jaminan hak tanggungan untuk pelaksanaan lelang barang 
jaminan hak tanggungan. 
Kedelapan, pada hari yang ditetapkan dalam jadwal lelang barang jaminan 
hak tanggungan dilaksanakan dengan dipimpin oleh Pejabat Lelang barang 
jaminan hak tanggungan. Di tempat pelaksanaan lelang barang jaminan hak 
tanggungan yang telah ditetapkan dan diumumkan akan berkumpul pihak 
penjual/pemohon lelang barang jaminan hak tanggungan, calon pembeli lelang 
barang jaminan hak tanggungan, panitia lelang barang jaminan hak tanggungan 
dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta Pejabat Lelang barang 
jaminan hak tanggungan dan Pendamping Pejabat Lelang barang jaminan hak 
tanggungan dan KPKNL. Prosedur lelang barang jaminan hak tanggungannya. 
Kesembilan, pejabat lelang barang jaminan hak tanggungan menerima 
pengumuman lelang barang jaminan hak tanggungan dan pemberitahuan lelang 
barang jaminan hak tanggungan kemudian pejabat lelang barang jaminan hak 
tanggungan melaksanakan lelang barang jaminan hak tanggungan dan menbuat 
minut risalah lelang barang jaminan hak tanggungan, kemudian pejabat lelang 
barang jaminan hak tanggungan menunjuk pemenang lelang barang jaminan 
hak tanggungan dari sekian peserta lelang barang jaminan hak tanggungan 
yang telah melampaui harga limit dan dinyatakan menang. Pengumuman, 
pemberitahuan lelang barang jaminan hak tanggungan, pelaksanaan lelang 
barang jaminan hak tanggungan dan minut risalah lelang barang jaminan hak 
tanggungan diarsipkan secara permanen menurut tanggal. Surat Penunjukan 
Pemenang Lelang barang jaminan hak tanggungan (SPPL) diserahkan ke 
bagian Pemenang Lelang barang jaminan hak tanggungan. 
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Kesepuluh, setelah ada penunjukan pembeli lelang barang jaminan hak 
tanggungan yang sah yang dinyatakan pemenang lelang barang jaminan hak 
tanggungan, maka Pejabat Lelang barang jaminan hak tanggungan akan 
memberitahukan supaya pembeli lelang barang jaminan hak tanggungan yang 
telah ditunjuk itu segera menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Pembeli 
lelang barang jaminan hak tanggungan dapat langsung mengambil barang serta 
bukti haknya setelah menyelesaikan pembayarannya. Pemenang Lelang barang 
jaminan hak tanggungan menerima surat penunjukan pemenang lelang barang 
jaminan hak tanggungan dan membayar kewajiban lelang barang jaminan hak 
tanggungan melalui Bank dan menyerahkan bukti transfer beserta surat 
penunjukan pemenang lelang barang jaminan hak tanggungan ke Pejabat 
Lelang barang jaminan hak tanggungan.  
Kesebelas, pejabat lelang barang jaminan hak tanggungan menerima bukti 
transfer dan surat penunjukan pemenang lelang barang jaminan hak 
tanggungan kemudian membuat Tanda Bukti Masuk (TBM). 
Keduabelas, kwitansi, kutipan risalah lelang barang jaminan hak 
tanggungan, kesimpulan, dan salinan risalah lelang barang jaminan hak 
tanggungan sebanyak empat lembar. Bukti transfer, Surat Penunjukan 
Pemenang Lelang barang jaminan hak tanggungan, TBM diserahkan ke bagian 
bendahara penerima. Kemudian kwitansi diserahkan ke pembeli, kesimpulan 
diarsipkan menurut tanggal secara permanen, kutipan risalah lelang barang 
jaminan hak tanggungan diserahkan ke pembeli, Salinan risalah lelang barang 
jaminan hak tanggungan lembar satu diserahkan ke Kanwil, lembar dua ke 
DJKN Pusat, lembar tiga ke penjual, lembar empat diarsipkan menurut tanggal 
secara permanen. 
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Mengurus Barang 
Jaminan Yang Dijadikan Hak Tanggungan 
 
Lelang eksekusi ada faktor terdesak di mana Penjual sangat membutuhkan 
sementara pembeli tidak. Hal ini berakibat harga lelang eksekusi cenderung di 
bawah nilai wajar, atau di bawah harga pasar. Rendahya harga barang yang 
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dijual melalui lelang eksekusi, juga akibat biaya yang harus dikeluarkan. Untuk 
pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan eksekusi melalui 
pengadilan harus memperhitungkan biaya eksekusi termasuk di dalamnya 
biaya pengumuman melalui harian/surat kabar dan untuk pembeli harus 
memperhitungkan pengeluaran biaya pengosongan (Eksekusi Riil Pasal 200 
ayat (11) HIR, bea lelang, dan BPHTB). 
Dalam praktik pengikatan jaminan hak tanggungan, kreditur tidak 
melakukan pengikatan jaminan hak tanggungan dengan sempurna. Kreditur 
hanya menerima SKMHT saja dari debitur dan tidak membuat APHT ke 
notaris serta tidak mendaftarkan ke kantor pertanahan untuk mendapatkan 
sertifikat hak tanggungan. Pengikatan hak tanggungan akan dibuat saat debitur 
akan melakukan wanprestasi. 
Harga limit diatur dalam Pasal 29 PMK. No. 40 Tahun 2006 dalam 
pelaksanaan lelang eksekusi, harga limit serendah-rendahnya ditetapkan sama 
dengan nilai likuidasi. Untuk harga limit yang dengan cara menjual di bawah 
tangan. Tahapan dalam melakukan eksekusi hak tanggungan berdasarkan 
Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas 
merupakan suatu kendala menurut penulis dalam prakteknya. Hal ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa proses eksekusi berdasarkan title 
eksekutorial tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya. 
Mengingat walaupun secara teoritis hakim hanya memeriksa syarat-syarat 
formal namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya perlawanan oleh pihak 
yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain hal 
tersebut sebelum memberikan penetapan eksekusi hakim harus terlebih dahulu 
harus memberikan teguran dan memanggil debitor secara layak. 
Rendahnya animo peminat lelang sangat berpengaruh pada jalannya 
eksekusi, mengingat apabila tidak ada peserta lelang atau obyek jaminan yang 
akan dilelang tidak laku, tentu akan sangat merugikan kreditor. Akibat sedikit 
atau bahkan tidak ada peminat lelang, maka seringkali bank (kreditor) terpaksa 
membeli sendiri obyek lelang. Pembelian barang jaminan yang dilakukan oleh 
bank tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga 
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“orang suruhan”, yang dapat berasal dari pegawai bank, pejabat bank atau 
orang lain yang diberi dana oleh bank untuk rnembeli barang jaminan. Dilihat 
dari aspek hukum perbuatan ini adalah batal, sekalipun di dalam perjanjian 
kredit atau perjanjian jaminan dicantumkan klausula bahwa bank boleh 
memiliki barang jaminan, maka klausula tersebut batal demi hukum. Selain hal 
tersebut pembelian demikian biasanya terjadi dengan harga yang sangat murah 
sehingga merugikan debitor selaku pemilik barang jaminan yang dilelang. 
Adanya ketidaksesuaian pendapat antara debitur tereksekusi dengan pejabat 
lelang mengenai harga lelang yang telah terbentuk. Disatu sisi debitur 
tereksekusi merasa harga yang telah disepakati dalam pelaksanaan lelang 
terlalu rendah bahkan jauh di bawah harga pasar, tetapi disisi lain pejabat 
lelang merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik dan terbuka. Selain itu 
penentuan harga bukan merupakan kewenangan kantor lelang, tetapi sudah 
ditentukan oleh pihak kreditur. Ketidaksesuaian ini menyebabkan debitur 
mengajukan keberatan dan objek hak tanggungan tidak dapat segera 
dieksekusi. 
Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 
adalah:
11
 (1) Penetapan harga limit oleh penjual atas barang yang dilelang 
dianggap terlalu rendah atau harga limit lelang hanya mengutamakan 
kepentingan (tagihan) kreditor saja, (2) Kreditur tidak melakukan pengikatan 
Hak Tanggungan dengan sempurna, (3) Kendala lainnya adalah pembeli 
kesulitan melakukan pengosongan atas obyek hak tanggungan yang telah dibeli 
dari pelelangan, (4) Sulit mencari pembeli lelang atau peminat pembeli lelang 
sedikit, (5) Ketidaksesuaian pendapat tentang harga lelang antara debitur 




Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan terhadap 
debitor yang wanprestasi atau cidera janji maka pemegang hak tanggungan 





pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 
dengan Tanah. 
Adapun proses pelaksaanan lelang barang jaminan hak tanggungan 
dilakukan dengan langkah-langkah pemohon mengajukan permohonan lelang 
secara tertulis kepada kantor lelang. Kepala kantor menerima permohonan 
lelang dari pemohon dan diserahkan ke bagian umum. Bagian umum 
menerima dokumen lembar satu beserta SPPL diserahkan kembali ke kepala 
kantor dan dua lembar diarsipkan. Kepala kantor menerima dokumen 
kemudian mendisposisikan kebagian hubungan dan informasi. Bagian 
hubungan dan informasi menerima dokumen kemudian meregistrasi dokumen 
dan mencatat ke buku register permohonan lelang dan menyerahkan ke bagian 
lelang untuk dianalisa. 
Bagian lelang setelah menerima dokumen persyaratan lelang kemudian 
menganalisa kelengkapan dokumen. Jika lengkap permohonan disetujui 
kemudian menentukan jadwal lelang dan membuat surat penetapan jadwal 
lelang. Pemohon lelang menerima surat penetapan jadwal lelang kemudian 
mengarsipkan SPJL HT menurut tanggal secara permanen dan mengumumkan 
ke media massa serta menyerahkan pengumuman lelang kepada pejabat lelang 
untuk melaksanakan lelang. 
Pada hari yang ditentukan dalam jadwal dipimpin oleh pejabat lelang .Di 
tempat pelaksanaan lelang ditetapkan dan diumumkan akan berkumpul pihak 
penjual/pemohon, calon pembeli, panitia lelang, pemerintah daerah, serta 
pejabat lelang dan pendamping lelang. Pejabat lelang menerima pengumuman 
lelang dan pemberitahuan lelang, kemudian pejabat lelang melaksanakan 
lelang dan membuat minut risalah lelang kemudian pejabat lelang menunjuk 
pemenang lelang dari sekian peserta yang telah melampaui harga limit dan 




Setelah ada penunjukan pembeli lelang yang sah dinyatakan pemenang 
lelang barang jaminan hak tanggungan. Pejabat lelang menerima bukti transfer 
dan surat penunjukan pemenang lelang, kemudian membuat tanda bukti masuk 
(TBM). Surat penunjukan pemenang lelang diserahkan ke bagian bendahara 
penerima, kemudian kwitansi diserahkan ke pembeli. 
Terdapat 5 (lima) faktor utama yang menghambat pelaksanaan eksekusi 
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu antara lain sebagai berikut: (1) 
Penetapan harga limit oleh penjual atas barang yang dilelang dianggap terlalu 
rendah atau harga limit lelang hanya mengutamakan kepentingan (tagihan) 
kreditor saja, (2) Kreditur tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan 
dengan sempurna, (3) Kendala lainnya adalah pembeli kesulitan melakukan 
pengosongan atas obyek hak tanggungan yang telah dibeli dari pelelangan, (4) 
Sulit mencari pembeli lelang atau peminat pembeli lelang sedikit, (5) 
Ketidaksesuaian pendapat tentang harga lelang antara debitur dengan pejabat 
lelang. 
2. Saran 
Pertama, kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, agar parate 
eksekusi dapat dilakukan tanpa suatu halangan, lembaga perbankan dalam 
perbuatan akta pemberian hak tanggungan jangan lupa dicantumkan ada 
perjanjian akan dilakukan parate eksekusi manakala terjadi wanprestasi. parate 
eksekusi hanya dapat dilaksanakan bilamana diperjanjikan sebelumnya dalam 
akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. 
Kedua, kepada Pemerintah, seharusnya memberikan regulasi berupa aturan 
pelaksanaan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 
dengan Tanah supaya dapat meminimalisir kendala-kendala yang timbul di 
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